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ABSTRAK 

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan ketentuan 

hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 296 KUHP telah memenuhi unsur 

barangsiapa, dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 

dengan orang lain, menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan akan diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Dalam 

memutus dan mengadili perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi 

pidana yang diterapkan dalam undang-undang, melainkan juga hakim dapat mempertimbangkan 

hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan mempengaruhi 

putusan sanksi pidana. 
 

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana 
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Pendahuluan  

Pada zaman yang semakin modern 

ini, semakin beragam pula kejahatan yang 

terjadi. Angka peningkatan kejahatan tidak 

hanya terjadi di perkotaan dan tidak terjadi 

pada laki-laki, perempuan dan anak pun 

dapat. melakukannya bahkan dapat pula 

menjadi korban..pada masa perekonomian 

yang sulit ini, siapapun akan melakukan 

apapun demi terpenuhinya kebutuhan 

kehidupan. Dampak yang seperti itu dapat 

memberikan peluang terjadinya berbagai 

macam bentuk tindak kejahatan yang 

terjadi salah satunya tindak perdagangan 

orang.  

Pada umumnya pelaku yang 

berbentuk jaringan atau sindikat mencari 

korban di tempat-tempat ramai seperti 

musim perkotaan, mall, kafe. Ada pula 

hingga di sekolah dan tempat kursus 

dengan berbagai pola perdagangan 

manusia. Penegakan hukum dapat 

dilakukan untuk tegaknya maupun 

berfungsinya norma hukum sebagai tata 

cara berperilaku bagi masyarakat maupun 

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat 

dalam kehidupan bernegara.1 

Dalam Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 menjelaskan. bahwa 

perdagangan orang merupakan suatu 

bentuk modern dari perbudakan manusia 

dan salah satunya berbentuk perlakuan 

terburuk dari pelanggaran harkat dan 

martabat manusia.  

Tujuan perdagangan orang 

merupakan eksploitasi atau mengakibatkan 

orang tersebut tereksploitasi. Eksploitasi 

dikonsepkan sebagai perbuatan untuk 

memperdagangkan orang lain atau orang 

yang tidak dikenal untuk .mendapatkan 

keuntungan diri sendiri. 

Kasus Human Trafficking yang telah 

menjadi Women Trafficking juga menjadi 

masalah bagi kaum perempuan didalam 

negeri. Tidak hanya faktor perkembangan 

 
1 T Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum 

(Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik 

Kriminal) (Bandung: Kencana Utama, 2010). 

era digitalisasi saja yang menjadi penyebab 

semakin tingginya kasus perdagangan 

manusia. Ada juga faktor yang berpengaruh 

substansial dan akan menjadi akar masalah 

perdagangan perempuan baik yang ke luar 

negeri maupun yang ada di dalam negeri.  

Kasus penyediaan pekerja seks 

komersial adalah salah satu bentuk 

eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga 

mereka yang tidak mempertimbangkan 

keamanan, kesehatan serta mental mereka. 

Seperti perempuan yang sangat rentan 

terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif 

utama perempuan dijadikan obyek 

eksploitasi, obyek ekploitasi merupakan 

mereka yang lebih mudah menyetujui 

tawaran yang diberikan. Perempuan dan 

anak seringkali menjadi korban tindak 

kejahatan. Korban di perdagangkan selain 

bertujuan. untuk eksploitasi seksual tetapi 

juga eksploitasi lainnya seperti halnya 

pelayanan paksa. dan perbudakan. 

Eksploitasi tenaga kerja paksa 

menjerumuskan para tenaga kerja pada 

sistem kerja tanpa upah yang jelas.  

 Bentuk pemanfaatan organ. tubuh 

seksual dari korban digunakan untuk 

mendapatkan keuntungan, namun tidak 

terbatas pada kegiatan pelacuran dan 

pencabulan merupakan bentuk dari 

eksploitasi seksual. Dalam kasus ini 

biasanya perempuan dan anak-anak 

seringkali dijanjikan sebagai pembantu 

rumah tangga, penjaga toko dan pekerjaan 

lain tanpa mempunyai keahlian khusus, 

namun mereka seringkali dipaksa untuk 

bekerja sebagai industri seks. Mungkin 

perempuan tersebut mengetahui bahwa 

akan memasuki industri seks tetapi mereka 

ditipu dengan cara mereka di kekang di 

bawah paksaan dan tidak di perbolehkan 

menolak bekerja.  

Kasus perdagangan orang yang 

paling umum terjadi dengan cara modus 

pelacuran yaitu sering kali ditemukan di 

luar negeri dan makin meningkat dari tahun 
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ke tahun. Perkembangan pengiriman 

Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri 

sangat meningkat, memancing untuk 

pengusaha mengirim tenaga kerja untuk 

melakukan perdagangan orang. Tindak 

Pidana Perdagangan Orang terjadi pada 

kasus pengiriman TKI di luar negeri. Hal 

ini banyak calon TKI yang berangkat ke 

luar negeri dengan tidak memiliki 

pengetahuan yang memadahi dan syarat 

yang harus dipenuhi. Kemudian 

dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak 

bertanggung jawab oleh jasa pengiriman 

TKI. Faktor yang mendukung adanya 

perdagangan orang karena adanya 

permintaaan pekerjaan disektor informal 

dan tidak memerlukan keahlian khusus, 

dibayar dengan upah yang sangat rendah 

dan tidak memerlukan perjanjian yang 

rumit. Kegiatan usaha atau bisnis dapat 

mendatangkan keuntungan yang sangat 

besar. Sehingga dapat memanfaatkan 

korban perdagangan orang.2 

Industri seks komersial dapat disebut 

dengan prostitusi adalah sebuah tindakan 

yang dapat melanggar norma kesusilaan 

yang menjadi salah satu dasar bertingkah 

laku tidak baik dalam masyarakat 

indonesia. Artinya bukan hanya pantas dan 

berakhlak dalam suatu kelompok 

masyarakat yang sesuai dengan sifat-sifat 

dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam 

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan 

juga RUU KUHP dimaksudkan untuk 

melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada 

dalam masyarakat dan dapat melindungi 

perempuan atau yang menjadi korban atas 

pemerkosaan atau kekerasan seksual 

lainnya.  

Modus perdagangan orang 

disebabkan karena kemiskinan, pendidikan 

rendah, dan keluarga yang tidak harmonis 

atau perceraian. Keadaan ini menimbulkan 

tumbuh suburnya modus-modus yang 

makin beragam, karena sistem hukum yang 

ada di indonesia masih lemah, khususnya 

 
2 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014). 

dalam penegakan hukum Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Pengenaan sanksi pidana terhadap 

pelaku perdagangan orang perlu dikenakan 

sesuai dengan asas pertanggungjawaban 

pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap 

perdagangan orang akan berhubungan 

dengan penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku dan korban. Sanksi pidana 

perdagangan orang harus dipandang 

sebagai pelanggaran hak asasi manusia 

sebagai masalah kemanusiaan dan 

mengandung unsur penderitaan yang dapat 

menyerang kepentingan atau nilai sangat 

berharga terhadap kehidupan manusia. 

 

Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara yang 

dipakai dalam mengumpulkan data: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian hukum normatif, 

untuk menjelaskan ketentuan 

hukum positif, dan perangkat 

hukum positif yang diteliti secara 

normatif akan digunakan sebagai 

sumber bahan hukum. 

2. Pendekatan Masalah  

beberapa lpendekatan lyang ldapat 

ldipergunakan luntuk lmendapatkan 

linformasi ldan berbagai laspek 

lmengenai lisu lhukum lyang lakan 

lditeliti. lPenjelasan latas 

pendekatan-pendekatan ltersebut 

ladalah: 

a. Pendekatan lUndang-Undang 

(statute lapproach), lPenelitian 

terhadap lperdagangan lorang 

dilakukan ldengan 

menggunakan ljenis lpenelitian 

hukum lnormatif. lMetode lini 

dapat lditeliti ldengan ldata 

primer lsebagai ldata 

pendukung latau lmelengkapi 

studi lkepustakaan. lUntuk 

mendeskripsikan perbandingan 
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pengaturan lhukum ltentang 

perdagangan lmanusia. 

b. Pendekatan lKasus l(case 

approach), lDalam 

menggunakan lpendekatan 

kasus lyang lperlu 

diperhatikanloleh lpeneliti, 

maka lpendekatan lyang 

digunakan ladalah lpendekatan 

utama lyaitu lmenggunakan 

pendekatan lundang-undang 

yang lbersangkutan ldengan isu 

hukum lyang lsedang ditangani. 

Hukum lyang ldigunakan loleh 

hakim luntuk lsampai lpada 

putusannya. 

c. Pendekatan lKonseptual 

(conceptual approach), 

Berdasarkan lpada lpandangan-

pandangan lyang lberkembang 

di lilmu lhukum. lDengan 

mempelajari lpandangan-

pandangan ldidalam lilmu 

hukum. lPeneliti lakan 

menemukan lide-ide lyang 

melahirkan lpengertian-

pengertian l 

d. Hukum, lkonsep-konsep 

hukum, lasas-asas lhukum yang 

relavan ldengan lisu lyang 

dihadapi. Pendekatan lyang 

digunakan loleh lpenulis lyaitu 

pendekatan lundang-undang, 

karena lundang-undang ldan 

regulasi lmerupakan llandasan 

penulis luntuk lmenjawab lisu 

hukum.  

3. Sumber lBahan lHukum 

Bahan lhukum lyang lakan 

ldipergunakan ldalam lpenelitian lini 

lmeliputi: 

a. Sumber lbahan lhukum lprimer l 

1) Kitab lUndang-Undang 

Hukum lPidana l(KUHP), 

Undang-Undang lHak lAsasi 

Manusia, lPutusan 

Pengadilan. 

 
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 8. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 

2) Undang-Undang lNo l21 

Tahun l2007 layat l2 lJuncto 

pasal l296 ltentang 

Pemberantasan lTindak 

Pidana lPerdagangan lOrang 

3) Putusan lPengadilan lNegeri 

lNo 

l1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY 

b. Sumber lBahan lHukum lSekunder 

berupa lsemua lpublikasi ltentang 

hukum lyang lbukan lmerupakan 

pedoman resmi. lPublikasi ltentang 

hukum lmeliputi lbuku lteks, 

kamus-kamus lhukum, jurnal-jurnal 

hukum, lkomentar latas lputusan 

pengadilan. lSumber lhukum 

sekunder ldapat ldigunakan lpada 

penulisan lskripsi lhanya mencakup 

buku-buku lliteratur. L 

 

Pembahasan  

 

Pengertian  Tindak Pidana  

Perdagangan Orang 

Trafficking  yang dimaknai  sebagai  

perdagangan manusia  bagi orang  awam 

yang berasal dari kata dagang yang 

merupakan suatu pekerjaan yang  

berhubungan  dengan  jual  beli  untuk  

tujuan keuntungan.  

Trafficking  menurut Koalisi 

Perempuan Indonesia (KPI) merupakan 

setiap tindakan mengarahkan (mengajak), 

mengangkut, memindahkan dari suatu 

tempat ke tempat lain, menyerahterimakan. 

perempuan kepada orang lain atau 

sekelompok orang, agen atau sponsor untuk 

melakukan pekerjaan yang melanggar 

HAM. dan kemanusiaan, eksploitasi 

sehingga lmemberikan keuntungan kepada 

orang  atau kelompok tersebut.3 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

dalam UU Nomor 21/2007 merupakan 

tindakan perekrutan, pengangkutan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau 
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memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, 

baik yang dilakukan didalam negara 

maupun antar negara, untuk tujuan 

eksploitasi latau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.4 

Pelaku perdagangan orang, dan juga 

aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan. 

dengan perdagangan manusia, seperti. 

pemaksaan menjadi pekerja domestik, 

perkawinan palsu, dipekerjakan secara 

diam-diam. Sementara memfokuskan diri 

pada aspek internasional. perdagangan 

orang, sidang tidak melihat secara sempit 

tentang. perdagangan yang hanya luntuk 

tujuan prostitusi, melainkan harus, 

melibatkan aspek lain. dari kerja paksa dan 

praktek-praktek penipuan.  

 

Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Perdagangan Orang  

Dalam pasal 1 angka 2 UU TPPO 

berbunyi “Setiap indakan latau serangkaian 

tindakan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yang ditentukan dalam 

Undang-Undang ini.” 

Berdasarkan UU No 21/2007, secara 

materiil ruang lingkup tindak pidana 

perdagangan orang dapat  mengandung 

unsur  objektif dan unsur subjektif lyaitu : 

a. Unsur Objektif, yaitu: 

Adanya perbuatan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, yaitu 

Perekrutan, Pengangkutan, 

Penampungan, Pengiriman, 

Pemindahan, Penerimaan.  

Adanya yang menjadi syarat mutlak 

(dilarang) yaitu 

Ancaman/penggunaan kekerasan, 

Penculikan, Penyekapan, Penipuan, 

Penyalahgunaan kekuasaan; 

Adanya tujuan atau akibat dari 

perbuatan, yaitu penjeratan utang, 

memberi bayaran/manfaat, 

eksploitasi yang terdiri dari 

 
4 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan 

Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana 

(Aceh: Citra Aditya Bakti, 1998). 

ekspolitasi seksual, kerja 

paksa/penyalahgunaan paksa, dan 

transpalantasi organ tubuh. Unsur  

tambahan  yaitu dengan atau tanpa 

dengan persetujuan orang 

memegangkendali.  

b. Unsur subjektif, yaitu : 

Kesengajaan merupakan sengaja 

memberikan keasksian dan 

keterangan palsu, sengaja 

melakukan penyerangan fisik. 

Rencana terlebih dahulu merupakan 

mempermudah terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang, sengaja 

mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan proses hukum, 

sengaja  membantu pelarian pelaku 

tindak pidanaperdagangan orang, 

dan sengaja memberitahukan 

identitas saksi.  

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 

21/2007 tentang Tindak Pidana. 

Perdagangan Orang, ada beberapa unsur 

tindak pidana perdagangan orang yaitu : 

a) Proses: tindakan, perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan,penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan. Kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat 

sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut. 

b) Cara: ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat 

sehingga dapat memperoleh 

persetujuan dari orang yang dapat 
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memegang kendali atas orang lain 

tersebut. 

c) Eksploitasi: tindakan dengan atau 

tanpa dengan persetujuan korban 

yang meliputi tetapi tidak  terbatas 

pada pelacuran, kerja atau layanan 

paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penindasan, 

pemeresan, atau secara melawan. 

hukum memindahkan latau jaringan 

tubuh latau memanafaatkan tenaga. 

atau kemampuan. seseorang oleh 

pihak lain untuk mendapatkan. 

keuntungan baik materiil maupun 

immaterial. 

Tindak pidana  perdagangan orang 

tidak sekedar melibatkan perorangan tetapi 

juga korporasi dan penyelenggara  negara  

yang menyalahgunakan. 

Wewenang dan kekuasaanya. 

Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan 

orang dapat memiliki jangkauan operasi 

tidak hanya antar wilayah dalam negeri 

tetapi antar negara. Didalam UU No. 

l21/2017 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dapat digolongkan ke 

dalam empat kategori:5 

1. Setiap Orang 

a) Setiap orang yang melakukan 

perekrutan, pengangkutan, 

pengampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman, 

kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi 

rentang, penjeratan utang atau 

meberi bayran atau manfaat, 

sehingg memperoleh 

persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang 

lain tersebut, baik yang 

dilakukan didalam negara 

 
5 Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) No. 21 

Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Jakarta, 2007). 

maupun antar negara untuk 

tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang 

tereksploitasi (Pasal 2). 

b) Setiap orang yang 

memasukkan orang ke 

wilayah negara Republik 

Indonesia dengan maksud 

untuk eksploitasu di wilayah 

negara Republik Indonesia 

atau di ekploitasi di negara 

lain (Pasal 3). 

c) Setiap orang yang membawa 

warga negara Indonesia ke 

luar Wilayah negara Republik 

Indonesia dengan maskud 

untuk eksploitasi diluar 

wilayah republik Indonesia 

(Pasal 4). 

d) Setiap orang yang berusaha 

menggerakkan orang lain 

untuk melakukan tindak 

pidana perdagangan orang 

dan tindak pidana itu terjadi 

(Pasal 9), dan setiap orang 

yang membantu atau 

melakukan percobaan luntuk 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang (Pasal 

10). 

e) Setiap orang yang 

merencanakan atau 

melakukan pemufakatan jahat 

untuk melakukan tindak 

pidana perdagangan orang. 

f) Setiap orang yang 

menggunakan atau 

memanfaatkan korban tindak 

pidana perdagangan orang 

dengan melakukan 

persetubuhan atau perbuatan 

cabul lainnya dengan korban 

tindak pidana lperdagangan 

orang, memperkerjakan 

korban tindak pidana 

perdagangan orang untuk 
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meneruskan praktik 

eksploitasi atau mengambil 

keuntungan dari hasil tindak 

pidana perdagangan orang. 

g) Korporasi  

Korporasi sebagai pelaku dan 

untuk dimintakan 

pertanggungjawaban pidana 

dalam tindak pidana 

perdagangan orang, secara 

tegas diatur dalam Pasal 1 

angka 6, pasal 13 ayat (1) dan 

ayat (2) UU No. 21/2007 

tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang berbunyi 

“Korporasi adalah sebagai 

kumpulan orang dan/atau 

kekayaan yang terorganisasi 

baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum” 

(Pasal 1 angka 6 UUPTPPO). 

“Tindak pidana perdagangan 

orang dianggap dilakukan 

oleh korporasi apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan 

oleh orang-orang yang 

bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut baik sendiri 

maupun bersama-sama” 

(Pasal 13 ayat (1) 

UUPTPPO). ”Dalam hal ini 

tindak pidana perdagangan 

orang dilakukan oleh suatu 

korporasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), maka 

penyidikan, penuntutan, dan 

pemidanaan dilakukan 

terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya” (Pasal 13 ayat 

(2) UUPTPPO). 

 

2. Penyelenggara Negara 

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 

21/2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

mengatakan bahwa setiap 

penyelenggara negara yang 

menyalahgunakan kekuasaan yang 

mengakibatkan terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang yang 

dimaksud dalam pasal 2. Pasal, 

pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, 

maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman dalam 

pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan 

pasal 6.  

  

3. Kelompok yang terorgansasi 

Pasal 61 UU No.21/2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang berbunyi 

“Dalam hal tindak pidana 

perdagangan orang dilakukan oleh 

kelompok yang terorganisasi, maka 

setiap pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam 

kelompok yang terorganisasi 

tersebut dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ditambah 1/3 

(sepertiga).” 

 

Dasar Hukum Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Dalam ketentuan tentang tindak 

pidana perdagangan orang diatur dalam UU 

No. 21/2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada 

butir c bagian pertimbangan UU No. 

21/2007 disebutkan, bahwa perdagangan 

orang khususnya perempuan dan anak, 

merupakan tindakan yang sangat 

bertentangan dengan harkat dan martabat 

manusia dan melanggar Hak Asasi 

Manusia, sehingga sangat pantas untuk 

diberantas.  

 Dapat ditegasan dalam butir c, 

perdagangan orang sangat meluas dalam 

bentuk jaringan kejahatan yang 

terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik 

bersifat antarnegara maupun dalam negeri, 

sehingga dapat menjadi ancaman terhadap 

masyarakat, bangsa dan negara, serta 

terhadap norma-norma kehidupan yang 

dilandasi penghormatan  terhadap HAM.  

Pada pertimbangan lain yang 

mendasari pembentukan UU No. 21/2007 
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yaitu adanya keinginan untuk mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana 

perdagangan orang yang didasarkan pada 

nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan 

internasional untuk dapat melakukan upaya 

pencegahan sejak dini, penindakan 

penindakan terhadap pelaku, perlindungan 

korban  dan peningkatan kerjasama. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 

21/2007, perdagangan orang merupakan 

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan 

atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 

utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang 

tersebut, baik yang dilakukan didalam 

negara maupun antar negara, untuk tujuan 

eksploitasi dan mengakibatkan orang 

tereksploitasi”.  

Kejahatan perdagangan orang yang 

dilakukan secara terselubung dan 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

UU No. 21/2007 Tentang TPPO 

Perdagangan manusia adalah salah 

satu bentuk kejahatan yang terjadi di negara 

ketika pelaku menggunakan kekerasan, 

penipuan, atau paksaan luntuk menuntun 

orang lain untuk melakukan perbuatan 

untuk menjadikan korban sebagai barang 

dagangan atau meminta tenaga kerja atau 

layanan yang bertentangan dengan 

keinginannya. Dalam kasus pekerja seks 

dibawah umur 18 tahun, tidak diperlukan 

unsur kekerasan, penipuan,atau paksaan 

akan tetapi tetap dianggap sebagai tindak 

pidana perdagangan orang. 

Bertambah maraknya masalah 

perdagangan orang diberbagai negara 

termasuk Indonesia dan negara-negara 

yang sedang berkembang lainnya. 

perdagangan seksual merupakan suatu 

tindakan perekrutan pengiriman, 

penyerahan, penguasaan korban bertujuan 

untuk eksploitasi secara seksual, paksaan 

dan dengan kekerasan.  

Perdagangan tenaga kerja juga 

merupakan suatu tindakan yang termasuk 

didalamnya perekrutan, pengiriman, 

penyerahan, penguasaan korban bertujuan 

untuk eksploitasi  sebagai sumber tenaga 

kerja murahatau dijadikan PSK, buruh 

gratis, pornografi anak, adopsi ilegal 

pengantin paksa, hingga penjualan tubuh. 

Dalam UU 21/2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1 

menyebutkan bahwa “Perdagangan orang 

adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, peminhana atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, 

baik dilakukan didalam negara maupun 

antar negara, luntuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi”.  

Dalam UU sangat jelas bahwa 

perdagangan orang tidak lagi menjadi 

kejahatan pidana biasa tetapi juga menjadi 

suatu kejahatan yang serius sebab 

dilakukannya modus operasi yang 

sistematis. Dari beberapa kategori biasa 

diambil dalam menafsirkan undang-undang 

yaitu pelaku human trafficking, kelompok 

orang atau organisasi, perbuatan tersebut 

dilakukan secara sengaja dan sistematis dan 

menimbulkan penderitaan fisik dan psikis 

terhadap korban.  

Korban trafficking berasal dari 

kelompok rentan seperti perempuan dan 

anak-anak, praktek trafficking telah 

membatasi dan melanggar prinsip-prinsip 

Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya 

manusia tidak untuk diperdagangkan, hal 

tersebut dapat dijelaskan dalam pasal 2 

sampai dengan 12 UU No. 39/1999 tentang 

HAM. 
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a. Pasal 2 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM berbunyi “Negara Republik 

Indonesia mengakui dan 

menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar 

manusia sebagai hak yang secara 

kodrati melekat pada dan tidak 

terpisahkan dari manusia, yang 

harus dilindungi, dihormati, dan 

ditegakkan demi peningkatan 

martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kecerdasan serta keadilan”. Bahwa 

hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar manusia tidak dapat 

dilepaskan dari manusia yang 

bersangkutan, kehilangan harkat 

dan martabat kemanusiaannya. 

Oleh karena itu, Negara Republik 

Indonesia termasuk pemerintah 

berkewajiban, baik secara hukum 

maupun politik, ekonomi, sosial dan 

moral, untuk melindungi dan 

memajukan serta mengambil 

langkah-langkah konkret demi 

tegaknya hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia.  

b. Pasal 3 UU No. 39 /1999 Tentang 

HAM berbunyi: 

1. Setiap orang dilahirkan bebas 

dengan harkat dan martabat 

manusia yang sama dan 

sederajat serta dikaruniai akal 

dan hati nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dalam semangat 

persaudaraan;  

2. Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan perlakuan 

hukum yang adil serta 

mendapat kepastian hukum 

ldanlperlakuan yang sama 

didepan hukum; 

3. Setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar manusia, 

tanpa diskriminasi”. Hak asasi 

manusia merupakan hak dasar 

yang tidak dapat diganggu 

gugat. Karena hak dasar 

pemberian Tuhan yang tidak 

dapat digaggu gugat oleh siapa 

pun, dan setiap orang wajib 

mengakui dan menjunjung 

tinggi hak tersebut. Manusia 

juga merupakan makhluk sosial 

yang tidak dapat hidup sendiri, 

sehingga manusia diberikan 

akal dan pikiran serta hati 

nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

c. Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM bebunyi: “ Hak untuk hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak 

lkebebasan pribadi, pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan 

dihadapan hukum dan hak untuk 

dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun dan  oleh  

siapapun, dalam  keadaan apapun.” 

Seperti keadaan perang, sangketa 

bersenjata dan keadaan darurat. Hak 

untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut dapat 

dikecualikan dalam  hal 

pelanggaran berat terhadap hak 

asasi manusia yang digolongkan 

kedalam kejahatan manusia. 

d. Pasal 5 UU No. 39 /1999 Tentang 

HAM berbunyi: 

1. Setiap orang diakui sebagai 

manusia pribadi yang berhak 

menuntut dan memperoleh 

perlakuan serta perlindungan 

yang sama sesuai dengan 

martabat kemanusiannya 

didepan hukum; 

2. Setiap orang berhak mendapat 

bantuan dan perlindungan yang 

adil dari pengadilan yang 

objeknya tidak berpihak; 
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3. Setiap orang yang termasuk 

kelompok masyarakat yang 

retan berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan 

hukum ebih berkenan degan 

kekhususannya”. Dalam hal 

tersebut, tergolong ldalam 

masyarakat yan rentan, seperti 

orang lanjut usia, anak-anak, 

fakir miskin, wanita, dan 

penyang cacat.  

e. Pasal 6 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM berbunyi : 

1. Dalam rangka penegakan hak 

asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat 

hukum adat harus 

diperhatikan dan dilindungi 

oleh hukum, masyarakat dan 

pemerintah; 

2. Identitas budaya masyarakat 

hukum adat, termasuk hak 

atas tanah ulayat dilindungi, 

selaras dengan perkembangan 

zaman”;. Hak adat yang nyata 

masih berlaku dan dijunjung 

tinggi dalam lingkungan 

masyarakat, hukum adat patut 

dihormati dan dilindungi 

dalam bentuk perlindungan 

dan penegakan Hak Asasi 

Manusia pada lmasyarakat 

yang bersangkutan dalam 

memperhatikan hukum dan 

perturan perundang-

undangan, serta ada 

persamaan umum yang 

mengatakan aturan-aturan itu 

patut dipertahankan oleh 

kepala adat dan para petugas 

hukum yang lainnya. maka 

aturan-aturan hukum adat itu 

bersifat hukum. Pada 

penegakan Hak Asasi 

Manusia, identitas budaya 

nasional masyarakat lhukum 

adat setempat, harus tetap 

dilindungi dan dihormati 

selama tidak bertentangan 

dengan asas-asas negara 

hukum yang berdasarkan 

keadilan dan kesejahteraan 

rakyat”. 

f. Pasal 7 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM berbunyi : 

1. Setiap orang berhak untuk 

menggunakan semua uoaya 

hukum nasional dan forum 

internasional atas semua 

pelanggaran hak asasi 

manusia yang dijamin oleh 

hukum indonesia dan hukum 

internasional mengenai hak 

asasi manusia yang telah 

diterima Negara Republik 

Indonesia; 

2. Ketentuan hukum 

internasional yang telah 

diterima Negara Republik 

Indonesia yang menyangkut 

hak asasi manusia menjadi 

hukum nasional. Tindakan 

hukum ini merupakan jalan 

yang dapat diambil oleh 

setiap individu atau kelompok 

orang untuk melindungi dan 

memulihkan hak-hak mereka 

berdasarkan hukum 

indonesia. dalam pasal 

tersebut dapat dijelaskan 

bahwa mereka yang ingin 

melindungi hak asasi manusia 

dan kebebasan dasarnya 

diharuskan untuk menempuh 

semua upaya hukum tersebut 

ditingkat nasional sebelum 

menggunakan forum 

ditingkat regional maupun 

internasional, sebab bila tidak 

mendapatkan tanggapan dari 

forum hukum nasional.  

g. Pasal 8 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM lberbunyi: “perlindungan, 

pemajuan, penegakkan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia 

terutama menjadi tanggung jawab 

pemerintah”. Yang dimaksud 

dengan perlindungan dalam pasal 
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ini termasuk perlindungan terhadap 

hak lasasi manusia. Hak-hak dasar 

atau kewarganegaraan yang 

melekat pada ldiri seseorang sejak 

lahir, yang diturunkanlsecara 

langsung oleh kodratnya, yang tidak 

dapat dicabut keberadaannya dan 

harus dihormati oleh negara, 

hukum, pemerintah dan rakyat, 

dijunjung tinggi dan dipertahanlan 

demi kehormatan ldan 

lmartabatnya. Negara indonesia  

memiliki kewajiban untuk 

menjamin perlindungan lhak asasi 

manusia bagi seluruh masyarakat. 

h. Pasal 9 UU No. 39 /1999 Tentang 

HAM berbunyi :  

1. Setiap orang berhak untuk 

hidup, memperhatikan hidup 

dan meningkatkan taraf  

kehidupannya; 

2. Setiap orang berhak hidup 

tentram, aman, damai, 

bahagia, sejahtera lahir 

batin”. Setiap orang berhak 

atas kehidupan, 

mempertahankan kehidupan 

dan meningkatkan taraf  

kehidupan . hak atas 

kehidupam ini juga melekat 

pada bayi yang belum lahir 

atau orang yang terpidana 

mati. 

i. Pasal 10 UU No. 39/1999 Tentang 

HAM berbunyi l: 

1. Setiap orang berhak 

membentuk suatu keluarga 

dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah. 

Perkawinan yang sah hanya 

dapat berlangsung atau 

kehendak bebas calon suami 

dan calon istri yang 

bersangkutan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

Dalam hal tersebut 

dimaksudkan dengan 

kehendak bebas merupakan 

kehendak yang lahir dari niat 

yang suci tanpa paksaan, 

penipuan atau tekanan apapun 

dan dari siapapun terhadap 

calon suami atau calon istri. 

j. Pasal 11 UU No.39/1999 Tentang 

HAM berbunyi : “Setiap orang 

berhak atas pemenuhan kebutuhan 

dasarnya untuk tumbuh 

berkembang secara layak”. 

k. Pasal 12 UU No. l39/1999 Tentang 

lHAM lberbunyi : “setiap orang 

berhak atas perlindungan bagi 

pengembangan pribadinya untuk 

memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya dan 

meningkatkan kualitas hidupnya 

agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, 

bertanggungjawab, berakhlak 

mulia, bahagia dan sejahtera sesuai 

dengan hak asasi manusia”.  

 

Pasal  296  KUHP 

Kegiatan prostitusi dipandang 

sebagai perbuatan yang melanggar kaidah 

hukum pidana. Dalam pasal 296 KUHP 

berbunyi “Barangsiapa yang mata 

pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 

dengan sengaja mengadakan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan 

orang lain diancam dengan pidana penjara 

paling lama lsatu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak lima belas ribu 

rupiah.”  

Norma-norma sosial sudah 

menjelaskan bahwa prostitusi itu 

diharamkan, dan juga sudah ada UU 

mengenai Praktek prostitusi didalam 

KUHP yaitu lmereka yang meyediakan 

sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 

KUHP). 

Prostitusi adalah masalah sosial yang 

sudah tua usianya, tetapi orang-orang masi 

membicarakannya sampai saat ini, tidak 

tanggung-tanggung yang menjadi korban 

adalah anak yang masi dibawah umur. 

Sementara dalam aturan Pasal 296 KUHP  

tidak memberikan ketentuan yang jelas dan 
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spesifik mengenai prostitusi karena karena 

pasal tersebut lhanya lmenitik beratkan 

padapenyedia atau sarana yang mendukung 

diadakannya pelacuran. 

 

Pasal  506  KUHP 

Dalam KUHP mengatur pasal 506 

KUHP yang berbunyi “Barang siapa 

menarik keuntungan dari perbuatan cabul 

seorang wanita dan dijadikan sebagai 

pencaharian, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun”. 

Didalam Pasal 506 KUHP mengatur 

mengenai tindak pidana sebagai mucikari 

yang mengambil keuntungan dari 

perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat 

dilakukan oleh seorang perempuan atau 

laki-laki. Beberapa waktu yang lalu 

permasalahan prostitusi di indonesia ramai 

dibicarakan di media sosial, masyarakat 

pun melek terhadap para penegak hukum 

yang tidak dapat mencegah masalah 

prostitusi di indonesia yang semakin hari 

kian merajaleladi masyarakat.  

 

Pengaturan lHukum lPenyedia lJasa 

Pekerja lSeks lKomersial lDalam lUU 

TPPO 

Ada beberapa pasal dalam KUHP 

yang memiliki keterkaitan dalam tindak 

pidana perdagangan orang yang lebih 

menitik beratkan pada tindak  pidana dalam 

eksploitasi terhadap perempuan yaitu: 

Pasal 297 KUHP yang berbunyi 

“Memperdagangkan perempuan dan laki-

laki yang belum dewasa dihukum penjara 

selama-lamanya 6 (enam) bulan.” 

Pasal 324 KUHP yang berbunyi 

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau 

orang lain menjalankan perniagaan budak 

beliau atau melakukan perbuatan 

perdagangan budak beliau atau degan 

sengaja turut campur dalam hal itu, baik 

langsung maupun tidak langsung, dihukum  

penjara  selama-lamanya 12 (dua belas) 

tahun.” 

Pasal 526 RUU KUHP yang berbunyi 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, 

pengiriman, penyerah terimaan orang 

dengan menggunakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, 

penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, 

pemanfaatan posisi kerentanan, atau 

penjeratan utang utuk tujuan 

mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat 

tereksploitasi orang tersebut, dipidana 

karena melakukan perbuatan pidana 

perdagangan orang, dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Kategori IV dan paling 

banyak Kategori VI.” 

 

Kasus Posisi  

Pada lawalnya lterdakwa lM. Agus, 

lyang lpekerjaannya lsebagai lmucikari 

lyaitu ljika ladalpelanggan luntuk 

lmemesan lperempuan lyang lmempunyai 

ltarif latau lharga lyang lharus ldibayar 

loleh lpelanggan lkepada lterdakwa lM. 

Agus lsebesar lRp l1.500.000 (satu ljuta 

llima lratus lrupiah) ldimana lterdakwa lM. 

farhan ldibayar loleh lpelanggan ldengan 

luang lmuka lterlebih ldahulu lsebesar lRp 

400.000,- l(empat lratus lribu lrupiah) ldan 

lsisanya ldibayar lkepada lperempuan 

ltersebut lsaat lsetelah lselesai. 

Kemudian lpada lsaat lhari lSenin 

ltanggal l18 lJanuari l2021 lM. Agus 

lmemposting ldi lgrup lFacebook ldengan 

lnama “cewek linclude lSidoarjo” ldengan 

lisi postingan “real lharga lmulai l400-950. 

lUmur l20-30 lTahun lonok lrego lonok 

lrupo, lminat llangsung lchat lWA lwae 

l081390134595”. lPada lpukul l12.00 

lWIB lsaksi lROFIQ lmengirim lpesan 

lsupaya ldicarikan lseorang lperempuan 

latau lPSK l(Pekerja lSeks lKomersial) 

ldengan ltarif lRp l1.500.000,- l(satu ljuta 

llima lratus lribu lrupiah) lsekali lmain. 

Bahwa lsetelah litu lM. Agus 

lmenghubungi lsaksi FARAH lmelalui 

laplikasi lMi lChat luntuk lmelayani ltamu 

llaki-laki lbertempat ldi lHotel lHaris lJl. 

lHR. lMuhammad lSurabaya. lSetelah 

lsaksi FARAHlmengiyakan, llalu lM. 

farhan lpun lberangkat lsekira ljam l19.00 

lWIB lbertemu ldi lLobby ldengan 
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lpelanggan ltersebut ldan lmenerima luang 

lmuka lsebesar lRp 400.000,- l(empat lratus 

lribu) ldan lkesepakatan lpembayaran 

lsisanya ldibayar lke lsaksi FARAH. lTak 

llama lkemudian lsaksi FARAH ldatang 

ldan lsegera lmasuk lkedalam lkamar lno. 

l928 lHotel lHarris. lKemudian, 

lmelakukan lhubungan lbadan ldi lkamar 

ltersebut, lnamun lsetelah lsaksi lFARAH 

ldan lsaksi lROFIQ lselesai lmelakukan 

lhubungan lbadan, ldiamankan loleh lsaksi 

SURYO MAULANAlbeserta ltim 

lSatrekrim lPolrestabes lSurabaya. 

lKemudian lmengamankan lM. Agus 

lsewaktu lberada ldi ltempat lparkir lHotel 

lHarris, lserta ldilakukan lpenyitaan 

lterhadap lbarang lbukti lberupa l1 l(satu) 

lbuah lHandphone lmerk lVivo lV7 lwarna 

lGold, l1 l(satu) llembar lbill lhotel, l1 

l(satu) lbuah lkondom lmerk lSutra, ldan 

luang ltunai lsebesar lRp l400.000,- l(empat 

lratus lribu lrupiah). 

 

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya 

 Berikut lini lpenulis lakan 

lmenguraikan lmengenai lpertimbangan 

lhakim ldalam lPutusan lPengadilan 

lNegeri lSurabaya lNo. 

l1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY lyaitu 

lsebagai lberikut l 

 Menimbang, lbahwa loleh lkarena 

ldakwaan ldisusun lsecara lalternatif, lmaka 

ldalam lhal lini lMajelis lHakim lmemilih 

lsalah lsatu ldakwaan lyang llebih lsesuai 

ldengan lfakta-fakta lyang lterungkap ldi 

lpersidangan lyang ldalam lhal lini ladalah 

ldakwaan lyang lunsur-unsurnya ladalah 

lsebagai lberikut: l 

Pasal l12 lUndang-Undang lRepublik 

lIndonesia lNo. l21 lTahun l2007 ltentang 

lPTPPO lPasal l296 lKUHP: 

a. Bahwa lterdakwa lM. Agus, lyang 

ldihadapkan ldipersidangan 

lberdasarkan lfakta lyang 

lterungkap ldi lpersidangan lyang 

ldiperoleh ldari lketerangan lsaksi-

saksi, lbarang lbukti ldan 

lketerangan lterdakwa lsendiri 

lyang lmembenarkan lidentitasnya 

ldalam lsurat ldakwaan lJaksa 

lPenuntut lUmum, lmaka lterdakwa 

lyang ldijatuhkan ldalam lperkara 

lini ladalah lM. Agus lsebagai 

lmanusia lyang ldapat 

lmempertanggungjawabkan 

lperbuatannya. L 

b. Yang lmenggunakan latau 

lmemanfaatkan lkorban ltindak 

lpidana lperdagangan lorang 

ldengan lcara lmelakukan 

lpersetubuhan ldan lperbuatan 

lcabul llainnya ldengan lkorban 

ltindak lpidana lperdagangan 

lorang, lmemperkerjakan lkorban 

ltindak lpidana lperdagangan lorang 

luntuk lterdakwa lyaitu lperempuan 

farah ldan ltarif lwanita lpekerja 

lseks lkomersial lyang lterdakwa 

ljual lyaitu lsebesar lRp. l1.500.000 

l(satu ljuta llima lratus) ldimana 

lwanita ltersebut ldigunakan lhanya 

lsekali lmain. lTerdakwa ljuga 

lmenjelaskan lbahwa lhasil 

lkeuntungan lpenjualan lyang 

lditerima loleh lterdakwa lM. Agus 

ltersebut lRp. l400,000 l(empat 

lratus lribu lrupiah). l 

Bahwa lberdasarkan lfakta ltersebut 

ldiatas, lmaka lunsur lini ltelah lterbukti 

lsecara lsah ldan lmeyakinkan lmenurut 

lhukum. 

1. Mereka lyang lmelakukan, lyang 

menyuruh lmelakukan ldan lyang 

turut lserta melakukan 

Bahwa lberdasarkan lfakta lyang 

terungkap ldidepan lpersidangan 

menurut lketerangan lsaksi-saksi 

dan lketerangan lpara lterdakwa dan 

keterangan lpara lterdakwa sendiri, 

maka ldiperoleh lfakta ldi 

persidangan lbahwa lbenar 

terdakwa lM. Agus lbaik lsebagai 

orang lyang lmelakukan, lyang 

menyuruh lmelakukan ldan lyang 

turut lserta lmelakukan ltindak 

pidana lmenggunakan latau 
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memanfaatkan lkorban ltindak 

pidana lperdagangan lorang ldengan 

cara lmengambil lkeuntungan ldari 

hasil ltindak lpidana lperdagangan 

orang. l 

Bahwa lberdasarkan lfakta ltersebut 

ldiatas, lmaka lunsur lini ltelah lterbukti 

lsecara lsah ldan lmeyakinkan lmenurut 

lhukum. 

Putusan Hakim 

1. Menyatakan lterdakwa lM. Agus 

telah lterbukti lsecara lsah ldan 

meyakinkan lbersalah lmelakukan 

tindak lpidaa l“dengan lsengaja 

menyebabkan latau lmemudahkan 

cabul loleh lorang llain ldengan orang 

lain, ldan lmenjadikannya lsebagai 

pencarian latau lkebiasaan” 

2. Menjatuhkan lpidana lterhadap 

terdakwa lM. Agus ltersebut ldengan 

pidana lpenjara lselama l6 l(enam) 

bulan; 

3. Menetapkan lmasa lpenangkapan dan 

penahanan lyang ltelah ldijalani 

terdakwa, ldikuragi lseluruhnya ldari 

pidana lyang ldijatuhkan; 

4. Memerintahkan lterdakwa ltetap 

berada ldalam ltahanan; 

5. Menyatakan lbarang lbukti lberupa:  

a. 1 l(satu) lbuah lhandphone lmerk 

lVivo lV7 lwarna lGold; 

b. (satu) llembar lBill lHotel; 

c. l1 l(satu) lbuah lKondom lMerk 

lSutra lagar ldirampas luntuk 

ldimusnahkan; 

d. Uang ltunai lRp. l400.000,- 

l(empat lratus lribu lrupiah) lagar 

ldirampas luntuk lNegara; 

e. Membebankan lkepada 

lterdakwa luntuk lmembayar 

lbiaya lperkara lsebesar lRp. 

l2.000,- l(dua lribu lrupiah); 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 

Dalam lPutusan lPengadilan lNegeri 

lNomor l1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY, 

ldasar lhakim lmendasarkan lputusannya 

lsepakat ldengan lPenuntut lUmum lakan 

lmembuktikan ldakwaan lKedua lyaitu 

lPasal l296 lKUHP, lyang lunsur-unsurnya 

ladalah lsebagai lberikut: 

1. Barangsiapa; 

2. Dengan lsengaja lmenyebabkan 

latau lmemudahkan lcabul loleh 

lorang llain l l dengan lorang llain, 

ldan lmenjadikannya lsebagai 

lpencarian latau lkebiasaan; 

Dijeratnya lM. Agus lberdasarkan 

lpasal l296 lKUHP ldidasarkan lpada 

lfakta-fakta lyang ldiperoleh 

ldipersidangan, ldimana lfakta-fakta lyang 

ldiperoleh ltersebut lkemudian ldikaitkan 

ldengan lunsur-unsur lyang lterdapat lpada 

lketentuan lpasal ltersebut. lTindakan 

lmengeksploitasi lsecara lseksual 

ldilakukan loleh lM. Agus ldengan lcara 

lmemperkerjakan lwanita lsebagai lpekerja 

lseks lkomersial, ldimana Farah ltelah 

ldilakukan lpenjualan, lsedangkan lSuryo 

Maulana ldan lHeri lselaku langgota 

lSatreskrim lPolrestabes lSurabaya l ltelah 

lmemperoleh lfakta lbahwa lpada lhari 

lSenin lTanggal l18 lJanuari l2021 lPukul 

l12.00 lWIB lbertempat ldi lHotel lHaris 

lSurabaya lterdakwa lM. Agus lmelakukan 

ltindak lpidana lperdagangan lwanita 

lmelalui laplikasi lMi lChat. lSetelah lM. 

Agus ldi lintrogasi, lterdakwa lmengakui 

lbahwa ltelah lmenjual lsaksi lkorban Farah 

ldan lsaksi Farah lyang ldijual lkepada 

lpelanggan, lyaitu lsebesar lRp. 

l1.500.000,- l(satu ljuta llima lratus lribu 

lrupiah) ldimana lwanita ltersebut 

ldigunakan lhanya lsekali lmain. lTerdakwa 

ljuga lmenjelaskan, lbahwa lterdakwa 

lbertemu ldengan lsaksi lRofiq ldi llobby 

lHotel lHarris lSurabaya, luntuk lmenerima 

luang ldari lsaksi lRofiqlsebesar lRp. 

l400.000,- l(empat lratus lribu lrupiah).  

Berdasarkan ltindak lpidana lyang 

ldilakukan lserta lfakta lyang lterungkap 

ltersebut lmenunjukkan lbahwa ltindak 

lpidana lyang ldilakukan loleh lM. Agus 

ltelah lmemenuhi lunsur “Dengan lsengaja 

lmenyebabkan latau lmemudahkan lcabul 

loleh lorang llain, ldan lmenjadikannya 

lsebagai lpencarian latau lkebiasaan” 
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lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l296 

lKUHP. lSehingga ldengan ldemikian, 

lpenulis lmenilai lbahwa lhakim ltelah 

lbenar ldalam lmenjatuhkan lhukumnya. 

lDalam lmelakukan laksinya, lM. Agus, 

ltelah lmemperoleh lkeutungan 

lperdagangan lwanita lyang ldilakukan. l 

Selanjutnya, lapabila ldari lketentuan 

lpasal l296 lKUHP lbahwa ldihukum 

lsebagai lorang lyang lmelakukan 

lperistiwa lpidana lsalah lsatunya ladalah 

lorang lyang lmelakukan, lmenuyuruh 

lmelakukan latau lturut lmelakukan 

lperbuatan ltersebut. lDasar lhukum lhakim 

lmendasarkan lputusannya lpada lketentuan 

lpasal l296 lKUHP lkarena ldari lfakta 

lyang ldiperoleh, lterungkap lbahwa ldalam 

lmelakukan laksinya lM. Agus ljuga 

lmemperoleh lkeuntungan lsebesar lRp. 

l400.000,- l(empat lratus lribu lrupiah). 

lMeskipun lnilai lkeuntungan lyang 

ldiperoleh lM. Agus ltidak lsesuai ldengan 

lperjanjian ldi lawal lsehingga ldalam 

lunsur lpasal l296 lKUHP ltelah lterpenuhi 

ldan lmemberikan lsuatu lkonsekuensi 

lbahwa lM. Agus lwajib lmempertanggung 

ljawabkan lperbuatannya ldengan 

lmenjalani lsanksi lpidana ldan ldijatuhi 

lpidana lpenjara lselama l6 l(enam) lbulan. 

Untuk lmengetahui lalasan lhakim 

ldalam lmenerapkan lancaman lhukuman 

ldemikian, lmaka lberdasarkan lwawancara 

lyang ldilakukan loleh lHakim lMarno, 

lS.H., lM.H, lmenuturkan lbahwa: 

Dalam lmenjatuhkan lsanksi lpidana 

lhakim lyang ljuga lmempertimbangkan 

ldari lsegi lhal-hal lyang ldapat lmeringkan 

lmaupun lhal-hal lyang ldapat 

lmemperberat lsanksi lpidana lterhadap 

lTerdakwa. lHal-hal lyang lmemberatkan 

lantara llain lapabila lkorban lhasil ltindak 

lpidana lmengalami lpenderitaan, ladanya 

lkerugian lmateril ldan lfisik, lserta 

lTerdakwa lmelakukannya ldengan 

lsengaja. lSedangkan lhal-hal lyang 

 
6 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, 
Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Cet. 1. 
(Bandung: Alumni, 2007). 

lmeringankan lsanksi lpidana lTerdakwa 

ladalah lapabila lTerdakwa lbersikap 

lsopan, lmengakui lkesalahannya, 

lmenyesal, lTerdakwa lmasih lmuda 

lsehingga ldiharpkan ldapat lmemperbaiki 

lperbuatannya, lTerdakwa lbelum lpernah 

ldihukum lsebelumnya, ldan lTerdakwa 

lmenjadi ltulang lpunggung lkeluarganya. 

Berdasarkan lhasil lwawancara 

lpenulis lyang ldilakukan ldengan lHakim 

lMarno, lS.H., lM.H, ldapat ldiketahui 

lbahwa ldalam lmenerapkan lhukuman, 

lhakim ltidak lbegitu lsaja lmelihat ldari 

lsegi lpelanggaran lyang ldilakukan ldan 

ltidak lhanya lberpedoman lpada lketentuan 

lsanksi lpidana lditerapkan ldalam lKitab 

lUndang-Undang lHukum lPidana 

lmelainkan ljuga lmelihat lpada lhal-hal 

lyang lbersifat lmeringankan ldan 

lmemberatkan lsanksi lpidana lyang lakan 

lberimplikasi lpada lputusan lhakim ldalam 

lmenjatuhkan lsanksi lpidana.6 

Dalam lkaitannya ldengan 

lpermasalahan lyang lpenulis lteliti, lyakni 

lpada lPutusan lPengadilan lNegeri lNomor 

l1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby ladapun lhal-

hal lyang lmemberatkan lTerdakwa ladalah 

lperbuatan lTerdakwa ltelah lmelanggar 

lnorma-norma ldalam lmasyarakat ldan 

lperbuatan lTerdakwa ldapat lmerusak 

lmasa ldepan lseseorang lwanita. 

lSedangkan lhal-hal lyang lmeringankan 

lpidana ladalah lTerdakwa lberlaku lsopan, 

lmengakui lserta lmenyesali lkesalahannya 

ldan lberjanji ltidak lakan lmengulangi 

lperbuatannya, lTerdakwa lbelum lpernah 

ldihukum, ldan lTerdakwa lmerupakan 

ltulang lpunggung lkeluarga. lPerbuatan 

lTerdakwa ltentunya ltelah lmelanggar 

lnorma-norma ldalam lmasyarakat 

lkhususnya lnorma lkesusilaan, ldimana 

ltindakan lmelakukan lperdagagan lwanita 

ldengan lcara lmempekerjakan lsebagai 

lpekerja lseks lkomersial l(PSK) 

lmerupakan lsalah lsatu ltindakan lasusila.7 

7 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan 
Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian 
Dasar Dalam Hukum Pidana (Padang: Aksara Baru, 
1983). 
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lSehingga ldengan ldemikian lpenulis 

ldapat lmengambil lkesimpulan lbahwa 

lsanksi lminimun lyang lada ldalam lpasal 

l296 lKUHP ltidak ldapat lditentukan 

lbatasnya. lKarena ldalam lPasal l296 

lKUHP lmenyatakan lbahwa l“diancam 

ldengan lpidana lpenjara lpaling llama lsatu 

ltahun lempat lbulan latau ldenda lpaling 

lbanyak lseribu lrupiah”. lMaka lpenulis 

lberkesimpulan lbahwa lhakim lberhak 

lmenjatuhkan lpidana lpenjara lterhadap 

lterdakwa ldibawah lbatas lminimum 

lbahkan lbisa lsaja lhakim lmemvonis 

lbebas, lsesuai ldengan lpertimbangan 

lHakim litu lsendiri. 

Berdasarkan lhal-hal lyang ltelah 

ldikemukakan ldiatas, lpenulis 

lberkesimpulan lbahwa lpertimbangan 

lhukum lhakim ldalam lmengadili lperkara 

ltindak lpidana lperdagangan lorang latau 

lpraktik lprostitusi ldalam lPutusan 

lPengadilan lNegeri lNomor 

l1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby ladalah lhakim 

ltidak lhanya lmendasarkan lputusannya 

lpada lketentuan lsanksi lpidana lditerapkan 

ldalam lkitab lundang-undang lmelainkan 

ljuga lmelihat lpada lhal-hal lyang lbersifat 

lmeringankan ldan lmemberatkan lsanksi 

lpidana lyang lakan lmempengaruhi lpada 

lputusan lhakim ldalam lmenjatuhkan 

lsanksi lpidana, ldimana ldalam lPutusan 

lPengadilan lNegeri lNomor 

l1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby, lhakim llebih 

lcondong lmenjatuhkan lsanksi lpidana 

lpenjara ldengan lmenggunakan lbatas 

lminimum lsanksi lyang lbelum ljelas. 

 

Penutup 

 

Analisa Putusan 

Hakim ldalam lmenyelesaikan 

ltindak lpiana lperdagangan lorang 

lmenggunakan lacuan pada lUndang-

Undang lPerdagangan lOrang, lyaitu lUU 

l21 lTahun l2007 ltentang Pemberantasan 

lTindak lPidana lPerdagangan lOrang. 

lKitab lUndang-Undang lHukum Pidana, 

lserta lapabila lkorban leksploitasi 

lmenghubungkan latau lmemudahkan 

lperbuatan cabul loleh lorang llain ldengan 

lorang llain, ldan lmenjadikan lsebagai 

lpencaharian latau kebiasaan lmaka lhakim 

lmengacu lpada lketentuan lPasal l296 

lKUHP. lDigunakan lUndang-Undang lNo. 

l21 lTahun l2007 ltentang lPemberantasan 

ltindak lPidana lPerdagangan lOrang 

karena lUndang-Undang lNo l21. lTahun 

l2007 ltentang lPemberantasan lTindak 

lPidana Perdagangan lOrang lmerupakan 

llex lspecialis lyang lmengatur ltentang 

lTindak lPidana Perdagangan lOrang lyang 

lterjadi ldi lIndonesia. 

L 
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